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Abstrak

Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di
Kecamatan Meliau, diindikasikan kurang optimal. Ind;%-‘lmﬂtanda dengan minimnya intensitas penyuluhan yang
dilakukan dan masih rendahnya kualitas petapmdnaman pangan tentang__pertaman modern. Tujuan dari pendlitian ini
adalah untuk mendeskripsikan komun,u(a§| dan sumber daya dalam |mplementa5| kebijakan ini. Pada Penelitian ini
peneliti menggunakan pendekat_an ’R’ual|tat|f dengan jenis penelitian deskriptif, yaknr_ng.end&knps kan fakta-fakta dan
fenomena-fenomena yang, pmdltl temukan selama melakukan penelitian. Adapun hasil ﬁenehuan ini mengarah pada
faktor komunikasi dal}.sumber daya. Kemunikasi yang dilakukan antar implementor telah berfalan dengan cukup baik
namun komun|ka$= dari implementor kepada target kebijakan masih belum terlaksana secara optlmal Kemudian
mengenai &Jmluér daya yang terbagi ke dalam tiga bagian yakni sumber daya keuangan, manusia dant’ f,ashtas masih
ditemukan beberapa masalah, terutama untuk sumber daya manusia dan faslltas yang minim dalam hal kuanhtasnya_
Kes mp.ulan dari hasil penelitian adalah bahwa strategl Implementasi undang undang no 16 tahun 2006 tentarng.sistem
penyul Uhan pertanian, perikanan dan kehutanan d| kecamatan masifi terdapat beberapa kendala di- faktor komunrléas
dan sumber daya. Akhirnya, untuk faktor kemunikasi, peneliti memberikan rekomendasi agar komunikasi kepada target
kébuakan perlu.lebih dioptimalkan, sedangkan rekomendasi untuk faktor sumber daya agar perlti ditambah jumlah
tenaga penyuluh baik dengan menggunakan penyuluh SWadaya maupun penyuluh PNS serta menjalin kerja sama
dgngan berbagai pihak dalam hal pengadaan fashnasalarperaga penyuluhan. !

Kega Kunci : Komunikasi, Sumber Daya, Implementas I | < ¥
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ImpIeTentanon of the Law No. 16 Year 2006 on @5 Si Ffl SyJem for Agriculture, Fisheries and Forestry in Dfstnct
Melially indicated less than optimal. This indication 1s'eh efized by the lack of intensity counseling is done and the
low quellty of food crop farmers about modern farming. T'hf purpose of this study was to describe the communication
and r@ou;ceﬁ in the implementation of this pelicy. In this study researchers-used a qualitative approach with descr|pt|ve
research, which describes the facts and phenomena that the researcher have found during the research. the re_sults of this
study lead t'tiqthe communication and resource factors. Communications made between the implementor has gone quite
well, but theleommunication of the implementor to the-target policy is still not |mp_lemented optimally. Then the
resource is dlvuded into three parts, namely financial resources, human and fagilities still found _some problems,
especialy for hum_gn resources and facilities were mifiimal in-terms of quantity. Conelusions from t_,_He research is that
the implementation‘bt the law No. 16 of 2006 concerning the extension system of agriculture, fishe'ri&c and forestry in
the district Meliau there are several obstacles in the communication and resource faptors Finaly, for the
communication factor, the r researcheareggmmended that the commumcatlon to thestarget’ poI|cy needs to be optimized,
while the recommendation for resource factors that need to be coup:|=- W|th a good number of extension workers using
self-extension and extension of civil servants and cooperating with various parties in the procurement of facilities for
tools display extension.

K eywords: Communication, Resources, | mplementation,
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A. Pendahuluan

Berkenaan dengan peningkatan sektor pertanian
maka pemerintah mengeluarkan berbagai macam
kebijakan tentang pengembangan sektor pertanian dan
salah satunya yakni kebijakan penyuluhan pertanian
yakni Undang-Undang no 16 Tahun 2006 Tentang
sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
Di dalam undang-undang ini diatur tentang bagaimana
sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
dilaksanakan.selain itu juga dijelaskan tentang hirarki
lembaga-lembaga penyuluhan pertanian, perikanan dan=" -
kehutanan mulai dari pusat hingga ke daerah, pirdalam
Undang-Undang ini juga dijelaskan pewa’tuan sebutan
untuk pertanian dan perkebunan ¢ ddﬁ’n satu nama yakni
pertanian dalam pelaksanaan™ “kebi jakan ini hal ini
seperti yang disebutkan, dalam pasa 1 ayat 3.Undang-
Undang No 16 Fahun 2006 Tentang. -Sistem
Penyuluhan Pertariian, Perikanan dan Kehutanan yang
berbunyi Per;aﬁan yang _mencakup tanaman pangan,
hortikulturay” perkebunan, dan peternakan yang
selanjutmya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan
yangsmeliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri,
pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber
daya alam hayati dalam agroekosistem yang'sesuai ‘dan
berkelanj utan, “dengan bantuan teknologi',
tenaga kerja, "dan manajemen untuk mendapatkan
menfaat  sebesar-besarnya  bagi  kesejahteraan _
mqg/arakat

Sektor “pertanian di Kabupaten Sanggau |
mé'?negang péranan yang sangat penting dalam usah
pembangunan daerah karena menurut data sebagi

besa, penduduk Kabupaten Sanggau menggantungkan I, ]
hidupnya dari sektor pertanian yakni sekitar 184. 4:Ip v

jiwa dari 242.738 jiwa atau sekitar 75,97 % penduduk
berumur 10 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian® a
yang di_.dalamnya termasuk juga sektor perkebunan. '|||.I
Tingginya potensi sektor pertaniandan perkebunan ini &
ternyata belum sepenuhnya mampu memberikan hasil
yang maks',mal. Hal ini tercermin=dari beberapa
komoditi pqitanian yang masih berganting “pada
beberapa daergh lain di Kalimantan-Barat. Kurang -
optimalnya potens ini salah satunya dikarenakan pola
pertanian yang Smasih  belum ~modern. Hal ini
dikarenakan petanl kurang mendapatkan pengetahuan
mengenai teknologi @an manajemen pertanian yang
baik melalui penyuluhan'Pertanlan padahal di dalam
Peraturan Daerah No 24 Tahun "2007=Tentang
Pembentukan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten
Sanggau jelas disebutkan bahwa penyelenggaraan
pelayanan, khususnya pelayanan penyuluhan, baik
dibidang pertanian, perikanan maupun kehutanan yang
diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat
petani merupakan suatu kewajiban dan perlu semakin
ditingkatkan baik dari segi kaulitas maupun kuantitas,
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terutama dalam rangka upaya peningkatan ketahanan
pangan.

Lebih lanjut berkenaan dengan tujuan Undang-
Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yakni
untuk mensegjahterakan petani di dalam undang-undang
tersebut dan juga peraturan daerah yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah Sanggau telah disebutkan
bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu
pembangunan kualitas sumber daya manusia yang

“wandal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan,

dan‘:drganisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan
pertanian, —pesikanan, dan kehutanan  mampu
membangun usahd dari hulu sampai dengan hilir yang
berdaya saing tinggi d_é?'rmampu berperan serta dalam
melestarikan hutan dan lihgkungan hidup sejalan
dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berkenaan
dengan hal-hal tersebut maka penywluhan pertanian
merupakan salah satt cara yang ditawarkan pemerintah
untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang
lebih permutu. Dan di kecamatan Meliau khususnya
penyu'l uhanipertanian ini minim.diadakan. “,,

" Untuk . lebih mengefektifkan kinerja penyufuh
maka seperti yang tertulis di dalam<Undang-Undang
.No 16 . Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan
- Pertanian, Perikanan dan K ehutananmaupun di dalarh
~ Perda tentang pembentukan dan susunan orgamsasu
badan penyuluhan pertanian, perikanan*dan kehutanan
kabupaten sanggau maka di kecamatan-kecamatan
dibentuklah unit pelaksa yang berupa balai_penyuluban
pertanlan perikanan dan kehutanan. Seldagai salah satu

atan di kabupaten sanggau yang penduduknya
sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan'juga
perkebunan maka di kecamatan meliau dibenttklah

*balal penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Berdasarkan indikasi di lapangan, sehubungan
dengan implementasi kebijakan penyuluhan pertanian
di - Kabupatenn Sanggau khususnya di kecamatan
Meliau menunjukkan indikasi masih belumjoptimalnya
implementasi penyuluhan pertanian. Hal ini terindikas

~ dari permasalahan-yang terlihat di lapangan, seperti

kondisi penyuluh pertanian lapangan yang tidak sesuai

“dengan.. arahan ' kebijakan penyufuhan pertanian

nasional ' dimana kebijakan penyuluhan nasional
mengarahkan bahwa penyuluh pertanlan lapangan
harudah bersifat pollpanen"S/'ang artinya penyuluhan
pertanian Jhapahgan harus menguasai pengetahuan
tentang tanaman pangan, perkebunan dan peternakan
sedangkan sebagai manusia biasa seorang penyuluh
pertanian lapangan mempunyai kemampuan yang
terbatas untuk menguasai semua pengetahuan pertanian
dan perkebunan tersebut. Hal ini menimbulkan
anggapan bahwa penyuluh pertanian lapangan kurang
menguasal  pengetahuan pertanian, karena di dalam
praktek penyuluhan seringkali petani membutuhkan
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infformasi  pertanian yang beragam sedangkan
pengetahuan pertanian penyuluh lapangan terbatas.

Selain itu intensitas pertemuan atau penyuluhan
pertanian juga dirasa masih kurang. Salah satu fungsi
penyuluhan di dalam Undang-Undang No 16 Tahun
2006 adalah untuk memfasilitasi proses pembelgjaran
pelaku utama dan pelaku usaha. Jika Intensitas
pertemuan penyuluhan pertanian kurang maka otomatis
proses pembelgjaran yang di maksud di atas tidak akan
bisa berjalan dengan bak yang pada akhirnya
berdampak pada kurangnya pengetahuan petani baik
itu tentang teknologi, mangerial, modal serta
pelestarian lingkungan seperti yang peneliti telah
sebutkan diatas.

Dari semua indikasi yang peneliti paparkan dlatps-r"

peneliti merasa tertarik untuk meneliti Iebif=fanjut
mengenai implementasi undang-undang*fio 16 tahun
2006 tentang sistem penyuluhan pértanian, perikanan
dan kehutanan di Kecamatan Meliau Kabupaten
Sanggau.

Berdasarkan observas pra penelitian yang peneliti
lakukan penellt_l__r'menemukan beberapa identifikasi
masal ah, yakni#

1. Minifnya intensitas penyulunan yang diberikan
kepada petani di Kecamatan Meliau !
2. JMasih rendahnya kualitas pengetahuan ‘petani
47 mengenai “teknik pertanian yang; baik ‘serta
4" peluang pasar dan modal serta manajeyial.
Peneliti™memfokuskan penelitian ‘ini pada_
Komunikasi “dan., sumber daya dalam implementasi
updang-undang- no 16 tahun 2006 tentang ‘sistem ™
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di |

Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Dengan |
m&hat pada=fokus penelitian diatasa maka penellal )
] 1

mefumuskan perumusan masalah pada peneliti
yakH‘J, Bagaimana Implementasi Undang- Undang"gN
16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanl
Perikapnan dan Kehutanan di Kecamatan Meliau
Penelitian ini  bertujuan untuk mendeﬁkrlpsk'an
komunlkas dan sumber daya implementasi undang-
undang Fp 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan
pertanian,i perikanan dan kehutanan -di Kecamatan
Méeliau, Kahupaten Sanggau.

B. Metode P"énehtlan .

Dalam penelman ini peneliti menggunakan jenis
penelitian deskriptif dengan pendekatan' penelitian
kualitatif. Jenis penglitian deskriptif adalah pendlitian
yang berusaha meng'fg‘ambarkan secara faktual objek
penelitian dalam rangka*memecahkan masalah pada
waktu tertentu dengan menghub"'hgkﬁn =takta:-fakia
dilapangan tentang komunikasi dan sumber daya dalam
implementasi undang-undang no 16 tahun 2006 tentang
sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
Hal ini artinya peneliti menggambarkan keadaan apa
adanyadi lapangan.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Sanggau, Kepala Bala
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sinformas,

Penyuluhan Pertanian Kecamatan Meliau, Camat
Kecamatan Meliau, Petugas Penyuluhan dan
Masyarakat yang dalam hal ini adalah petani yang
tergabung dalam kelompok-kelompok tani, dan
merupakan informan kunci dalam penelitian ini.
Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisa
kualitatif. Data yang telah dikumpulkan pendliti
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi
dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis
dan sumber data. Kemudian dianalis secara kualitatif
untuk mengambil kesimpulan. Untuk menguji
keabsahan data peneliti menggunakan uji validitas
dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
Dimana peneliti membandingakn dan mencocokkan

-F-d_ama yang peneliti dapatkan antara informan satu dan

Ialnnya serta juga membandingkan data yang didapat
antara satu teknlk pengumpulan data antara satu dan
lainnya.

.
C. Kajian Teori
1. “Implementasi K ebijakan Pub'h-k

Van Meter dan Van Horn “(dalam Winarno,
2002:102) mendefinisikan bahwa “lmplementasi
Kebijakarm adalah sebagai .tindakan-tindakan yang
dilakukan "oleh individu-individu atau kel@mpok-
kelompok pemerintah maupun swasta yang di arahkan
untuk mencapai tujuan-tujuan' yang telah ditetapkan
daldm keputusan sebelumnya”.” Dan- Mustopadidjaja
_menyatakan bahwa kebijakan publik-pada dasarnya
- adalah,” suatu  keputusan yang dimaksud untuk
“ mengatasi permasalahan tertentu, untuk melaksanak
kegiatan tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu, yang

" dilakukan oleh instansi yang berwenangdalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunqn (

2003, 5)
*f'* Edward IIl  dalam  Nawawi (2009.;136
menjelaskan  bahwa  implementasi  kebijekan

garuhi oleh empat variabel yang saling berKaltan
dan berhubungan satu sama lain, variabel-veriabel
tersebut yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, D|sp05|5|
dan Struktur Birokrasi.
1.1. Komuikasi '
-Edward 11l membagi komunikasi yang

= mempengaruhi _proses.dan keberhasilan/implementasi

suatu kebijakan ke, dalam 3 faktor yekni, transmisi
keielasan  informasi gdan  kesesuaian
informas. Transmisi menunjukkan‘proses penyaluran
atau penyampaian informasi. Difmensi transmisi atau
tranformasi  menghendaki==agar kebijakan publik
disampaikan=-tidak™ hanya kepada para pelaksana
kebijakan sgja (implementor) sgja tetapi juga
disampaikan kepada kelompok yang menjadi target
group atau kelompok sasaran kebijakan. Kejelasan
dipahami bahwa informasi yang diterima komunikan,
daam ha adalah implementor dan juga petani,
harudah jelas dan tidak membingungkan komunikan.
Bila informas yang diterima membingungkan
komunikan maka akan dapat berpengaruh kurang baik
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pada sikap pelaksana (disposisi) kebijakan. Kemudian 1. Transmis Infornasi dalam Implementasi Undang-
konsistensi, penyampaian informasi harus dilakukan Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem
secara konsisten, maksudnya adalah antara perintah Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
yang diterima implementor dan tujuan kebijakan di Kecamatan Meliau
haruslah konsisten. Penyaluran Informasi oleh Balai Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K)
1.2. Sumber daya Kecamatan Meliau dalam dtrategi  implementasi
Sumber daya dalam implementasi kebijakan undang-undang penyuluhan pertanian akan dapat
dibagi menjadi empat dimensi yakni sumber daya menghasilkan suatu implementasi yang baik apabila
manusia, sumber daya anggaran atau modal, sumber penyampaian informasi tersebut dilakukan sesuai
daya fadilitas atau peralatan serta sumber daya dengan yang telah direncanakan.
infformasi dan kewenangan. Sumber daya dalam Penyampaian informas kepada para penyuluh
strategi implementasi undang-undang  sistem lapangan sebagai ujung tombak implementasi undang-
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di undang no 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan
kecamatan meliau ini mempunyai beberapa kompongn—t-* -Fp,ertanlan dilakukan dengan lancar. Penyampaian
penting, komponen tersebut secara garis«*besar komLmlkas antar implementor tidak terbatas pada tatap
dikelompokkan ke dalam tiga kelonjppk esar, yakni muka atau pertemuan langsung saja tapi juga melaui
sumber daya manusia yang berlgai-ten pelaksana yaitu surat-surat permtah.hdan edaran yang diberikan dari
petugas penyuluhan Iapangan,d!mula dari jumlah staff BP4K Kabupaten San'@gau kepada BP3K Kecamatan
atau pegawai dan kompetens petugas penyuluhan Méliau.
pertanian. Kemudlan4§umber daya modal, berkaitan Sedangkan penyampalah infformas  kepada
dengan pendanaa_[bkeglatan penyuluhan dan pendanaan kelompok ‘sasaran ‘kebijakan dH@kukan dengan
pengadaan alaf’peraga dalam penyuluhan. Dan yang sosidisasi. Sosialisasi kepada petani menigenai undang-
terakhir, sumber daya fisk yang berupa fasiljtas baik undang _ penyuluhan pertanian telah
gedung, /arana transportas dan alat peraga dalam dilakukan,sedangkan sosialisasi mengenai penyul uhan
penyult]han : dan sprogram-program penyuluhan dilakukanybila
: i : penyuluhan pertanian akan dilaksanakan. Mengénal
’4} Penyuluhan i ' bagaimanassosialisasi dilakukan dan.tingkat intensitas
Menurut“Wiriatmaja dalam Dasar- dasar dan______sosialisasi mengenai adanya program penyuluhan maka
Pri nsip-prinsipspenyuluhan, penyuluhan adalah, bentuk - peneliti“melakukan proses wawancara-kepada petugds
pendidikan yang cara, bahan dan sarananya ™ penyuluh lapangan dan juga petani sawit-dan karet di
dlsesua| kan - dengan  keadaan, kebutuhan dan | Kecamatan Meliau. i
kepentlngan baik dari segi sasaran, waktu & tempat | | Dalam wawancara yang peneliti Iakukan Kepda
(wﬁlw fapétiunud.ac.id). Penyuluhan dapat dipandan . Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutagien
ai suatu bentuk pendidikan untuk orang dew 1 (BP3K) Kecamatan Meliau menuturkan g [
Dal bukunya A.W. van den Ban dkk. (199 ! sialisasi tentang akan diadakannya penyuluhan

dituliskan bahwa penyuluhan merupakan keterlibat -“ i pertaman dilakukan setiap kali akan ada penyul uhan.

seseorang untuk melakukan komunikasi mforrgiI I Jl Aengenai  bagaimana sosialisas dllakukaq kita

secarajysadar dengan tujuan membantu se&amarlya* :"Pnenggunakan saluran beranting. Proses sosialisas

membenkan pendapat sehingga bisa membuat I"n dilakukan dengan menggunakan ketua Gapoktan
L

keputusa} yang benar. g ataupun juga ketua-ketua Poktan sebagai perantara.
Sedangkan di dalam Undang-Undang No~16 Jadi balai penyuluhan yang di Iapangan diwakili
Tahun 2006 disebutkan bahwa-penyuluhan pertanian, oleh penyuluhan pertanian lapangan ménghubungi
perikanan, Mkehutanan yang - selanjutnya” disebut ketua-Gapoktan ataupun ketua Poktan pahwa akan
penyuluhan &-ialah proses pembelgjaran bagi pelaku” = = = ada penyuluhan.kemudian ketua Gapoktan ataupun
utama serta pel aku usaha agar mereka mau dan mampu ketua-ketua Poktan menghubungi anggota nya.”
menolong dan ’?{‘nengorganisasjkan dirinya “dalam A Dari ‘wawancara yang penelitiffakukan, peneliti
mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan menemukan bahwa dalam melakukan sosialisas
sumberdaya Iajnn:)'h/a!a sebagai  upaya  untuk kepada petani di Kecamatan Meliau para implementor
meningkatkan  produktivitas, _ efisiens usaha, menggunakan cara penyampaian beranting, maksudnya
pendapatan, dan kesejahteraannya, Sertameningkatkan adalah, parasimplerientor hanya memberikan informasi
kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. atau pun sosialisasi ini secara langsung kepada ketua
gapoktan ataupun ketua-ketua poktan untuk kemudian
D. Hasil dan Pembahasan para ketua ini memberikan informasi kepada petani
A. Komunikasi dalam Implementasi Undang-Undang yang tergabung di dalam kelompoknya. Metode
No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan penyampaian seperti ini dengan melihat pada
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di karakteristik wilayah serta perbandingan jumlah
Kecamatan Meliau penyuluh dengan luas wilayah merupakan metode yang

baik untuk dilakukan namun karena penyampaian
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informasi telah melalui beberapa pihak beberapa tahap
maka keutuhan esensi dari informasi yang diterima
petani anggota kelompok menjadi patut dipertanyakan
karena bukan tidak mungkin ada beberapa esensi
informasi yang sempat “tercecer” sebelum sampai ke
telingan petani.

Mengenai bagaimana sosialisasi dilakukan tentu
tidak obyektif bila hanya mengandalkan keterangan
dari implementor untuk itu peneliti juga menanyakan
hal ini kepada petani. Dari hasil wawancara, petani
menuturkan

“biasanya kalau mau diadakan penyuluhan, ibu yang
jadi penyuluh lapangan di sini memberikan informasi
kepada pengurus poktan baru nanti pengurus poktan
meneruskan informasi kepada anggotanya, ya moqeL—t-*
beranting lah. Sosialisas nya kalau maw™ada
penyul uhan atau mau ada program tentehg pertanian
saja.’

Petani dari desa Iami ";/ang juga memiliki
penyuluh yang mendampi 1o] i desa nya menuturkan,

“biasanya bang kalali mau ada penyuluhan, petugas
penyuluhannye}__#éngwng memberitahu ke pengurus
kelompok tamf. Kan dalam sebulan biasanya paling
tidak setiap poktan dikunjungi tenaga penyuluh yang
bertugaS sekali,nah,_sebelum mengunjungi spoktan
biasanya tenaga penyuluhnya memberitahu’, dulu
kapan dia mau-datang dan kalau ada;penyuluhan
juga di kasih“tahu dulu kapan penyuluhannya ‘dan
'.tentang apa penyuluhannya. Sosialisas
.‘_'penyul uhannya sh setiap kali ada penyuluhan

ang.’
| Namun ada juga petani yang berasal dari' desa
yang didampingi tenaga penyuluhan yang memberikan |
kef%rangan berbeda, ]

“spsialisasi nya jarang diadakan bang, ndag sermg* 1

Kadang pun Cuma pengurus poktan nya yang tahu, i
langkan anggota nya diberitahu tiba-tiba.” ‘
iDari hasil wawancara di atas baik wawange I Jl
v
4

F
|

dengaf{nmplementor maupun dengan petani, terdapat*
k%amaan bahwa metode yang digunakan adalah
metode ‘penyampain informasi secara berantai dan
intensitasya hanya setiap kali akan ada penyuluhan
sgja. Namun didapatkan juga.data bahwa di salah satu
penyampaiany komunikasi yang dilakukan kurang
lancar seperti ’yang diungkapkan oleh petani. diatas.

2. Kegédasan Dalam Implementasu Undang-Undang
No 16 Tahun2006 Tentang Sistem ‘Penyuluhan
Pertanian, Pefikanan dan Kehutanan di

K ecamatan Meliall™ e,

Komunikas atau informasi yang diterima pihak
pelaksana kebijakan dan juga pihak yang dikenakan
kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Bagi
pelaksana kebijakan atau implementor terutama
petugas penyuluh lapangan sebagai implementor yang
berada di garis depan implementas kebijakan,
informasi yang jelas, dapat dimengerti dan dipahami
merupakan hal yang penting demi keberhasilan strategi

Sandy M onaro Negara
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~ penyuluh

"= Mgliau sudah ‘mengetahui dan

implementasi
pertanian.
Para petugas penyuluh lapangan harus
memahami dengan baik dan jelas mengenai strategi
pelaksanaan sistem penyuluhan pertanian. Strategi
implementasi  undang-undang penyuluhan pertanian
sendiri dijabarkan dalam sistem latihan dan kunjungan
(LAKU). Para petugas penyuluh lapangan harus
memahami semua prosedur standar LAKU agar
mampu untuk mengimplementasikan LAKU di
masyarakat. Penyampaian informasi mengenai LAKU
ini sendiri dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan
petugas penyuluh lapangan dan juga melaui modul
pedoman tenaga penyul uhan pertanian.
- Peneliti melakukan wawancara kepada petugas
penyuluh yang peneliti temui di salah satu desa di
Kecamatan 'Mellau Dalamn wawancara itu petugas
penyul uh tersebut menuturkan,

“dalam mengi mpIerT"éHtas kan undang-undang sistem
penyuldhan  pertanian m| kami  diwajibkan
menggunakan _sistem LAKU* satau Latihan dan
Kunjungan. Dalam LAKu itu ada ‘banyak acuan yang
harus kami ikuti. Salah satunya kami harus membuat
8 kelompok tani di setiap desa atau desatyang kami
dampingi. Sistem LAKU ini digunakan di*shampir
semba daerah di Indonesia Cuma setahu saya,ada
perbedaan sedikit antara daerah kalimantan dan
déngan Jawa, Sumatera. Bedanya.di jumlah Poktah
yang menjadi wilayah tugas kami.”

Hasil wawancara peneliti .dengan petugds
lapangan di desa lain_yang berb 2
mengatakan bahwa : : I
“Saya mengetahui dan mengerti -prosedur atau
aturan yang ditetapkan di dalam LAKU namun untuk

. frekuensi kunjungan terus terang masih kurang.ini
“Karena waktu penyuluhan masih bergantung pada
waktu luang petani dan juga cukup sulit wntuk
gumpulkan petani dalam pertemuan Igérena

undang-undang sistem penyuluhan

rédanya kesibukan masing-masing. Selain itu jujur

saja evaluasi di lapangan masih belum maksmal
dilaksanakan”
Senada ‘dengan keterangan yang dlberlkan
petugas penyuluh-lapangan, Kepala Balai Fenyuluhan
Pertanian;~ . Perikanan .- dan Kehutanan (BP3K)

. mengatakan S

“semua petugas penyuluh lapangan® d| Kecamatan

hami aturan
atau prosedur yang ada di dalam LAKU. LAKU ini
merupakan sistem yang ditetapkan dari pusat untuk
dilaksanakan di setiap.daerah di Indonesia. Karena
ity semuaspettigdsS penyuluh lapangan di Kecamatan
Meliau saya wajibkan untuk memenuhi prosedur
standar yang ada di dalam LAKU dengan beberapa
penyesuaian”

Untuk memastikan pemahaman petugas
penyuluh lapangan peneliti mewawancarai petani di
desa yang didampingi tenaga penyuluh pertanian
apakah petugas penyuluh lapangan telah melaksanakan
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pedoman yang diatur di daam LAKU. Hasll mengenai intensitas kunjungan rutin ke poktan-poktan
wawancara dengan petani mengatakan : oleh petugas penyuluh lapangan. Sedikit berbeda
“di desa ini sudah dibentuk 8 poktan yang menurut karena Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan
ibu petugas penyuluh lapangan itu sesuai dengan dan Kehutanan memberikan sedikit kelonggaran dalam
pedoman sistem penyuluhan yang ada.” intensitas  kunjungan ke  poktan-poktan  yang
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dikarenakan adanya pertimbangan luasnya jangkauan
lakukan kepada tenaga penyuluhan lapangan wilayah desa yang didampingi, kondis infrastruktur
menunjukkan bahwa mereka cukup memahami dengan transportasi dan juga tempat tinggal petugas penyuluh
baik garis-garis besar prosedur standar LAKU yang lapangan yang rata-rata berada cukup jauh dari desa
harus mereka penuhi dalam menjalankan tugasnya yang didampingi. Hal ini seperti yang dituturkan oleh
sebagai petugas penyuluh. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Hasil wawancara di atas juga menunjukkan K ehutanan dalam wawancara penelitian :
bahwa informasi-informas yang disampaikan kepada “...Berdasarkan aturan yang ditetapkan dari pusat
petugas penyuluh lapangan sebagai implementor yang pertemuan rutin antara penyuluh pertanian dan
bersentuhan langsung dengan petani memang cukups ", Poktan Poktan dilakukan dua minggu sekali, namun
jelas dan dipahami dengan baik oleh para impleméntor kacrena, kondisi wilayah, kemudian tempat tinggal
walaupun implementor sendiri  meagakui bahwa penyuluh “yang tidak berada di desa vyang
mereka  belum  mampu uptuk’ mel aksanakan bersangkutan jadlh saya tekankan bila tidak bisa
sepenuhnya sistem LAKU tefutama yang berkaitan untuk dua minggu %kall minimal sebulan sekall
dengan intensitas pertemuan tenaga penyulh dengan harus diadakan pertemuan‘@engan Poktan-Poktan...
poktan dan intensitas® penyquhan pertanian .dengan Implementasi  suatu  keébijakan akan dapat
gapoktan yang gérkarenakan kondisi . wilayah yang berjalan dengan baik apabila komunikasi sebagai salah
begitu luas séangkan hampir. semua implementor satu faktor penentukeberhasilan implementasi dan juga
bertempat _tihggal jauh. dari ‘desa yang didampingi, salah upsur strategi “.implementas  undang-undang
belum agi kondisi, jalan yang memang’, cukup sistem,penyuluhan pertanian dilakukan sesuarsdengan
menyulitkan serta pengaturan jadwal penyuluhan, yang tujuan kebijakan tersebut. Proses komunikasi yangibaik
suljt'karena masihrbergantung pada waktu luang pétani. akan mendorong implementor . dalam memahami
s ", J derigan balk strategi  implementasi=. undang-undang

[]
1l

. ! sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
b ! - sehingga petugas penyuluh lapangan=mampu untuk

" " melakSanakan strategi implementasi - yang sesua
L F dengan prosedur LAKU. |
3. Konsistens Informasi dalam Strategi | Dengan demikian apabila kita mellhat kembgli
\ Implémentasi Undang-Undang No 16 Tahun 200 ' proses komunikas implementasi undang-undang

4 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikan ] sistem penyuluhan pertanian, perikanangdan kehutanan

".dan Kehutanan di Kecamatan Meliau. - | yang dirangkai di dalam prosedur LAKU maka proses

4 Perintah ataupun informasi yang d|ber|k -:l kemunikas sejauh ini berjalan cukup lancar. Ha ini
dalamipel aksanaan suatu komunikasi haruslah Jelasd \f bila dilhat dari proses penyaluran informas " atau
kon3|£n untuk dapat diterapkan dan dualank'an . Mtransmisi informasi yang diupayakan sedemikian rupa
Apablla' perintah yang diberikan seringkali berubah- II"l'I walau memang di beberapa desa proses ini terhambat
ubah, meka dapat menimbulkan kebingungan bagi | masalah ketersediaan petugas di desa tersebut,dan juga

pelaksanaydi lapangan. Perinteh atau informasi yang .. .masalah kondisi wilayah yang cukup luas/dan sulit
diberikan kepada tenaga penyuluhan -lapangan harus untuk bisa dijangkau: Untuk kejelasan finformasi,
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang adadi dalam peneliti-menemukan bahwa informas yghg diterima
LAKU sebagai strategl yang telah-ditetapkan dari pusat” = = oleh implementor__ujung tombak yakni petugas
untuk mencapaiktujuan dari diberlakukannya Undang- penyuluh lapangan sudah sesuai dengan isi dan tujuan
Undang Sistem Penyuluhan Pertanlan Perikanan dan “kebijakan. Kejelasaniinformasi mengenai sistem atau
Kehutanan. prosedur' LAKU yang diterima petugas penyuluhan ini

Sejauh ini dalakr_] penelitian peneliti menemukan dilihat dari pemahaman petugas’ penyuluh lapangan
bahwa informasi-informasi=ataupun perintah-perintah yang memahami isi daripresedur LAKU. Pemahaman
yang diberikan kepada petugas penyuluhs=lapangan petugas..peayatul™ [apangan ini  ditandai dengan
sudah sesuai dengan is dan tujuan Undang-Undang dilakukannya usaha sebisa mungkin untuk memenuhi
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan semua aturan yang ada di dalam LAKU. Namun
Kehutanan. Kesesuaian ini pendliti temukan dengan memang diakui sendiri oleh petugas penyuluh lapangan
bukti bahwa semua informasi yang diberikan sesuai dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
dan mendukung pelaksanaan sistem LAKU. Walau K ehutanan walau mereka memahami isi aturan LAKU
memang instruksi yang diberikan oleh kepala Balai namun ada beberapa point yang belum mampu
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dilakukan dengan baik seperti frekuens kunjungan
Kecamatan Meliau ada sedikit berbeda terutama serta penyuluhan yang belum sesuai tuntunan di dalam
Sandy M onaro Negara 6
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LAKU. Dan untuk konsistens informasi sendiri,
infformasi atau perintah yang diterima oleh Kepala
Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kecamatan Meliau serta petugas penyuluh lapangan
telah sesua dengan tuntunan LAKU walau
dikarenakan kondisi wilayah dan jumlah petugas maka
pelaksanaannya di sesuai dengan keadaan di lapangan.

B. Sumber Daya dalam Strategi Implementasi
Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan di Kecamatan Meliau

Sumber daya dalam implementasi kebijakan

dibagi menjadi empat dimens yakni sumber daya—t-*

manusia, sumber daya anggaran atau modal,sstimber
daya fasilitas atau peralatan sertq,1sumber daya
infformasi dan kewenangan. $um5er daya dalam
strategi implementasi un(’:lang undang  sistem
penyuluhan pertanian, penkanan dan kehutanan di
kecamatan meliau ini®Mempunyai beberapa komponen
penting, kompp__raén tersebut secara garis  besar
dikelompokkas'ke dalam tiga kelompok besar, yakni
sumber dayd manusia yang berkaitan pelaksana yaitu
petugas,penyuluhan lapangan dimulai dari jumlah staff
atau pegawai dan kompetensi petugas penydluhan
pertanian. Kemudian 'sumber daya modal, berkaitan
df!hgan pendanaan kegiatan penyuluhan dari:pendanaan

http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

”jumlah petugas penyuluh lapangan di Kecamatan
Meliau sangat sedikit. Ada 5 petugas penyuluh
lapangan yang bertugas di bidang pertanian dan satu
di bidang perikanan.”

Petani yang pendliti wawancarai juga
memberikan keterangan yang hampir serupa seperti
petugas penyuluh lapangan di atas:

“saya kurang tahu pasti ada berapa petugas
penyuluh di Kecamatan Meliau tapi nampaknya
memang jumlahnya tidak banyak. Ini saya lihat dari
ada beberapa desa yang tidak memiliki penyuluh
lapangan yang mendampinginya. Padahal kan
seharusnya setiap desa itu ada satu penyuluh
lapangan yang mendampingi.”

ms._  Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Balai

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kecamatan Meliau mengatakan :
“jumlah penyuf&h lapangan di sini sangat kurang. di
dalam aturannya semésti. setlap desa didampingi satu
penyuldh  lapangan namun kenyataanya di
Kecamatan' Meliau ini Cumas .ada 6 Desa yang
didampingi  penyuluh Iapangarr,.l itupun  tidak
semuanya di bidangs pertanian, satti, _diantaranya
dibidang perikanan. Walau memang, penyuluh
dituntut untuk polipanen dalam artian mengetahw
segdla aspek tidak hanya satu bidang tertentu sdja.’
« Dalam_kesempatan wawancara dengan petdgas
perlyuluh |apangan lain peneliti menemukan jawaban

pengadaan aat™peraga dalam penyuluhan. Dan yang______yang intinya kurang lebih sama, yakni-

terakhir, sumber daya fisikk yang berupa fasilitas baik
gedung, sarana transportasi, dan alat peraga‘dalam
peqyuluhan.

\ ol

a
1. Sumber Daya Manusa Daam Straé
2 ]

gplementasi Undang-Undang No 16 Tahun
Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan
danj(ehutanan di Kecamatan Meliau.

Sumber daya yang tidak-memadai baik dalam
kuantitas r?‘naupun kualitas ‘akan berakibat “tidak

terlaksananya- strategi  implementasi .. undang undang *

sistem penyululian pertanian, perikanan dan kehutanan
secara sempurna.fDalam menganalisa 'dimens’ sumber
daya dalam strafegi implementasi undang-undang
sistem penyuluhan p’éftanian perikanan dan kehutanan
ini  peneliti menggunakarl beberapa  aspek,yakni,
kuantitas, kualitas dan kewenangan”"f'hpﬁmentor —
Sumber daya manusia dalam hal kuantitas berartl
melihat dari segi jumlah staff atau pegawainya. Dalam
pendlitian ini peneliti memfokuskan pada kuantitas dari
petugas penyuluhan lapangan di Kecamatan Meliau.
Kuantitas penyuluh sangat kurang. Hal ini seperti
yang dituturkan oleh petugas penyuluh lapangan
sendiri dalam proses wawancara yang peneliti lakukan

Sandy M onaro Negara
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“Perbandingan antara tenaga penyuluh, jumlah
kelompok tani dan juga wilayah di rasa'masih sangét
jauh dari cukup. bayangkan saja~ada 6 tenaga
penyuluh pertanian sedangkan desas"di* kecamatan
meliau berjumlah 19 desa dengan jarak tempuh dan
kOndISI vviIayah yang tingkat # kesulitannya
ervariasi.’ i
Berdasarkan ~ wawancara  diatas  peneliti
emukan bahwa jumlah petugas penyuluh Iap.éngan

di" Kecamatan Méliau sangat kurang dang tidak

sebanding dengan luas wilayah. padahal kuantitas atau
jumleh pegawai dari suatu organisasi pelaksana
kebijakan yang dalam hal ini adalah petugas/penyuluh
lapangan sangat~ mempengaruhi  kinerjd petugas
penyuluh— [apangan. Kuantitas petugas penyuluh
= Tapangan yang sedikit.ini;akan membuat pelaksanaan

kebijakan menjadi kurang efektif.

Kecamatan Meéliau memiliki 1}} ‘desa sedangkan
petugas penyuluh lapangan yang dimiliki atau bertugas
di Kecamatan Meliau hanya berj yf’hlah 6 orang. Hal ini
menyebabkan tidak semua=desa memiliki petugas
penyuluhlapangan masing-masing di desanya. Hanya
ada 6 desa yang didampingi secara khusus oleh petugas
penyuluh lapangan. Sedangkan 13 desa lainnya hanya
sesekali dikunjungi dan itupun dalam rentang waktu
yang cukup lama kecuali bila ada program dari dinas
tertentu seperti program desa fokus dari dinas
pertanian, perikana dan kehutanan. .

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kecamatan Meliau  sendiri  sudah
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mengajukan penambahan jumlah petugas penyuluh
lapangan untuk Kecamatan Meliau mengingat
Kecamatan Meliau merupakan kecamatan kedua di
Kabupaten Sanggau yang memiliki jumlah desa
terbanyak. Namun hingga saat ini permohonan
penambahan jumlah petugas penyuluh lapangan untuk
Kecamatan Meliau ini belum dipenuhi. Hal ini seperti
yang dituturkan oleh Kepala Bala Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan
Meéliau dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan
beliau, yakni :

“Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan (BP3K) Meliau sudah  pernah

mengajukan permohonan untuk penambahan jumlah

personel petugas penyuluhan tapi sampai sekarang="" "

permohonan ini belum dikabulkan. Penambahan
jumlah personel ini tujuan agar_ desa-desa yang
belum didampingi penyuluh Iapangan mendapat
pendampingan penyuluh Lapangan secara khusus
tidak seperti sekarang, mereka hanya . sesekali
diberikan penyuluhan itu pun. rentang waktunya
lumayan lama.” ___r
Pegawa® Badan = Pelaksana  Penyuluhan
Pertanian, JPerikanan dan” Kehutanan yang., peneliti
wawancarai  dalam’, "kesempatan terpi&ah pun
memaparkan hal serupa
“memang BP3K Meliau sendiri pernah mengajukan
I,permohonan penambahan  petugas “, penyuluh

lapangan tapihingga sekarang permohgnan jtu_

‘belum dikabulkan karena pengajuan yang kami

lakukan ke. Pemerintah Daerah pun “belum™
dikabulkan.- Ini dikarenakan dalam penerimaan !
I5egawai Negeri,kuota untuk petugas penyuluh |
ldpangan-belum ada, mungkin karena formasi untuE )
i

deang lain lebih diutamakan karena pemerintal
da'érah melihat bidang itu perlu d|pr|or|taskan lebi
daripada petugas penyuluh lapangan.” u
{Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 29(!6
Tentaljlhg Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan'
Kehutanan pasal 20 ayat 1 mengatakan bahwa
penyuluhg;\n selain dilakukan oleh penyuluh PNS
namun juga bisa dilakukan oleh penyuluh swasta
dan/atau penyuluh swadaya. <ni artinya di dalam
undang- undgmg telah diberikan pilihan solusi‘'yang bisa

diambil untul?‘-menutupl kekurangan petugas penyuluh *

lapangan PNS i lapangan yakni..dengan melibatkan
penyuluh swastay, ,ataupun juga penyuluh swadaya:
Ketika peneliti dalam penelitian mencoba mencari tahu
ada tidaknya keterllbatan penyuluh swasta dan/atau
penyuluh swadaya dalamrjangka waktu sekian lama
strategi  implementasi  undang- una'angi iRigpeneliti
menemukan bahwa penyuluh swasta memang pernah
dilibatkan namun hanya terfokus pada tanaman
perkebunan kelapa sawit. Hal ini pernah dilakukan
ketika perkebunan kelapa sawit pertama kali beroperasi
di beberapa desa. Namun sekarang hal ini menurut
penuturan petani sudah tidak ada lagi dilakukan.,yakni

Sandy M onaro Negara
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“Penyuluh swasta dari pihak perusahaan memang
pernah dilakukan dulu sekali ketika pertama
beroperas pembukaan lahan pertama. Setelah itu
selama beberapa waktu memang masih aktif namun
sekarang sudah tidak aktif lagi.”

Sedangkan untuk penyuluh swadaya
berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepaa
Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kecamatan Meliau memang belum pernah dilibatkan.
Hanya sga sekarang Kepala Baa Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutan serta petugas
penyuluh lapangan membuat sistem kontak tani dimana
beberapa petani diberikan penyuluhan yang lebih
intensif dan lebih diutamakan dengan tujuan agar

mb,eberapa petani ini memiliki pemahaman yang lebih

men'da\l.am dlbandlng petani lainnya untuk kemudian
di harapkan “mampu menyebarkan pengetahuannya
tersebut kepada para petani lainnya setiap saat petani
lain tersebut membutuﬁkag informasi pertanian. Petani
yang menjadi kontak tani ‘i _umumnya merupakan
pengurus dari poktan dan/atau gaqutan di suatu desa.
Sumber daya manusia dalam‘aspek kualitas bisa
dilihat dari tingkat pendidikan akademis petugas
penyuluh lapangan, jenjang.-pendidikan 'dan latihan
(Diklat)"yang sudah dilalui dan kemampuan atau skill
yang: berkaitan dengan bidang: yang menjadi “fokus
masing-masing petugas penyuluh lapangan. Dalam
kaifannya dengan tingkat pendidikan.akademis semua

s PELUGAS penyuluh pertanian sudah meneapai strata satu.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bala|
“ Penyuluhan Pertanian, Perikanan . dan- Kehutan
K ecamatan Meliau mengatakan : : |
“semua petugas penyuluh di Meliai™ ini sudah
mencapai tingkat strata satu. Itu karena petuga
enyuluh lapangan yang ada di Meliau sekarang;ini
‘lg‘erupakan generasi yang baru, kalau untuk generasi
tua memang masih ada yang SMA dan sekolah-
ekolah yang sederajat.”
F5 Wawancara peneilit dengan petugas penyul uh
Iapangan menyatakan :
“semua_petugas penyuluh lapangan memang secara
akademis sudah memiliki gelar sarjana pertanian.”
Berkaca dari keterangan diatas menggnai tingkat
pendidikan , akademis ,petugas penyulgh lapangan

“ memang sudah .mencapai pada tingkat baik dan

memenuhi standar minimal pendidikan,akademis untuk

“petugas. penyuluh lapangan. Sedapg untuk jenjang

pendidikan' dan latihan atau diklat semua petugas
penyuluh lapangan di Kecamétan Meliau sudah
mengikuti pendidikan. daﬁf'rétlhan penyuluh dasar
sedangkansuntak-jénjang pendidikan dan latihan ahli
baru dua orang yang telah mengikutinya yakni Oliva
dan Moses. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Kepala
Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kecamatan Meliau dalam wawancara yang peneliti
lakukan yakni :

“Tingkat pendidikan penyuluh rata-rata untuk yang

generasi baru ini semuanya sudah Sl Pertanian.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan dan pelatihan
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sebagai penyuluh pertanian, semua tenaga penyuluh Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
pertanian sudah pernah mengikuti diklat penyuluh Kabupaten Sanggau menyatakan :

dasar,untuk diklat penyuluh ahli baru dua orang ““anggaran untuk penyuluhan tidak besar. Karena itu
yang telah mengikutinya yakni, oliv dan moses.” untuk pengadaan alat peraga untuk penyuluhan

Dengan tingkat pendidikan akademis yang baik memang kadang tidak terpenuhi. Balai penyuluhan
diharapkan akan mampu menunjang kinerja petugas dan juga penyuluh lapangan sudah beberapa kali
penyuluh lapangan dan bisa untuk menutupi minimnya mengajukan permohonan untuk pengadaan alat
jumlah petugas penyuluh lapangan yang ada di namun tidak semua permohonan bisa dikabulkan
Kecamatan Méeliau. Mengenai jenjang pendidikan non- karena jumlah dana yang terbatas.”
akademis atau jenjang pendidikan dan latihan, seperti Sebagai penyokong terlaksananya penyuluhan
yang telah dipaparkan pada hasil wawancara diatas pertanian sumber daya keuangan atau finansia
semua petugas penyuluh lapangan di Kecamatan memang sangat penting. Berdasarkan  hasil
Meliau sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan wawanacara di atas peneliti mengetahui bahwa sumber
penyuluh dasar. Hal ini berarti semua petugas penyuluh dana untuk pelaksanaan undang-undang sistem
minimal telah layak dikatakan memahami dasar-dasae=""" -Fp,enyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ini
penyuluhan. Dan hingga pada saat peneliti n],elaléu‘kan berasals dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja
penelitian baru dua orang yang telaR™ mengikuti Daerah) daii J'uga bantuan dari pusat yang berupa dana
pendidikan dan pelatihan penyuluhaﬁh dekonsentrasi  dan® stugas pembantuan. Dana yang

didapatkan dari kedua"ajmber ini dipergunakan untuk
2. Sumber Daya Kwangan dalam! _ Strategi menutupi:belanja gaji pegawaj dan juga pengadaan
Implementasi Und"ang Undang No 16 Tahun 2006 fadlitas. Namun karena dana yahg_terbatas maka tidak
Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan semua permintaan fasilitas dapat “dipenuhi dengan
dan Kehuténan di Kecamatan Meliau segera. "
F : : P,

Sdmber daya. keuangan merupakan’s, aspek 3. Sumber Daya Faslitas dalam "Strategi
penting yang perlu “imendapat perhatian ‘dalam Amplementasi Undang-Undang No 16 Tahuri2006
mengimpleentasikan sebuah kebijakan. Tersedignya : Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Penkaii'nan
sumber daya” kelangan yang memadai akan " dan Kehutanan di Kecamatan Meliau
n']empermudah @an memperlancar seluruhs tahapan_______ & s
proses implementasi kebijakan. Hasil watyancara '. Fasilitas fisik adalah sesuatu yang dibutuhkan

~ dalam’ pelaksanaan kebijakan. Fasilitas fisik ini bisa
Pertanlan Perikanan dan Kehutanan Kabupaten berupa bangunan atau gedung, alab“atau sarana
Sanggau menyatakan | transportasi dan juga alat peraga Berkaitan dengan
mber“dana berasal dari APBD. Lainnya sum:% . pengadaan fasilitas fisik berupa bangunan atau gedung,

] 1

dgngan pegawai Badan Pelaksana Penyuluhan:
i

dana APBN berupa dana dekon dan tug dalam pelaksanaan undang-undang sistem penyuluhan
pefrbantuan, serta bantuan langsung  befl il telah dibangun gedung sebagai kantor balai

material/barang seperti komputer, laptop, kendar mman pertanian, perikanan dan kehutanan di
rodad dua. Sumber dana APBD lebih banyi atan meliau. Pembangunan fasilitas Qérupa
digL?r‘lg:\kan untuk belanja gaji pegawai. “ g -" " , :géb’ung ini sendiri didirkan pada tahun 2011. Sebelum
Wawancara dengan Kepala Balai Penyuluhan -""n itu Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan meliau | Kehutanan Kecamatan Meliau menumpang  atau
menyatakan menyatu di Kantor Balai Penyuluhan [Pertanian,
“Dalam Melaksanakan kebijakan ini-anggaran dana Perikanan dan K ehutanan K ecamatan Parindl.
yang adab\sa dikatakan kurang. itu bisa dilihat dari -Gedung yang dibangun untuk kantor Balai
pengadaan -alat peraga untuk- penyuluhan yang™ = = Penyuluhan. Pertanian,.. Perikanan dan Kehutanan
jarang dilakukan.” K ecamatan Meliau ini sebenarnya cukup besar, namun
Hasl wav’\?ancara dengan petugas penyuluh “kondisinya tidak terawat. Ketidak tegawatan bangunan
lapangan juga mengatakan jawaban yang hampir sama, kantor ini dikarenakan tidak ada aktivitas kerja yang
yakni : dilakukan di gedung tersebut. I{‘Bedung atau kantor
“kalau untuk gaji, ya Saya_rasa cukup cukup saja. tersebut hanya digunakan=setiap kali ada pertemuan
Cuma memang perlu ada tambahan-stunjangan sajaitupuns=ditakikan hanya di teras kantor tidak di
karena jauhnya jarak tempuh dan sulithya medan dalam kantor karena kondisi bangunan kantor yang
sedikit banyak menguras gaji. Kemudian untuk memprihatinkan. Banyak kerusakan yang terjadi di
pengadaan alat peraga juga memang kurang. ini bangunan tersbut seperti kaca jendela yang pecah,
menyulitkan kami sebagai penyuluh ketika harus pintu yang dibengkas atau dibongkar oleh oknum tidak
memberikan penyuluhan terutama bila tentang bertanggung jawab dan beberapa aat-alat kantor
teknologi pertanian.” seperti kursi yang diambil oleh oknum tak bertanggung
Lebih lanjut hasil wawancara peneliti dengan jawab.

pegawai  bidang teknologi Badan Pelaksana

Sandy M onaro Negara 9
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Letak pembangunan gedung yang kurang
dtrategis juga memicu untuk terjadinya tindakan-
tindakan buruk dari oknum-oknum tertentu yang
menyebabkan bangunan tersebut menjadi tidak
digunakan untuk aktivitas kerja sehari-hari. Letak
pembangunan gedung yang tidak berada di pusat
kecamatan atau minimal di pinggir jalan raya utama
yang menjadi akses utama di Kecamatan Meéliau
menjadi salah satu tanda ketidak strategisan lokasi
pembangunan gedung. Hal ini diperkuat dengan hasil
wawancara peneliti dengan Kepala Balai Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan
Meéliau yang mengatakan :

“pembangunan  gedung
penyuluhan
letaknya yang berada jauh dari jalan raya*yang
menjadi jalur akses utama di Keané‘fan Meliau
sehingga menyulitkan kita untu}%engawas gedung.
Memang di dekat gedung itd" dibangun rumah jaga
namun hingga sekarang ‘rumah jaga tersebut tidak
berpenghuni jadi saﬂ'a yang menjaga ? karena itulah
pada malam hagi“gedung itu menjadi tempat ngumpul
anak-anak nakal.”
Petanisfuga mengeluhkan hal yang sama dalam
Wawancar‘a yang peneliti lakukan. mereka mengatakan

untuk kantor balai

gEidungnya tidak terawat bang, lokasi; gedungnya
Jugajauh dari‘jalan raya.”

. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanlan
Perikanan dan«Kehutanan Kabupaten Sanggati dalam.-

ancara dengan peneliti menuturkan :
“gedung untuk kantor balai penyuluh di Meliau
sudah dibangun namun kondisinya tidak terurus dan
J&dl tempat nongkrong anak-anak nakal Kalal
malamhari.”
ari hasil wawancara di atas peneliti menemuk

bahwa pengadaan faslitas fisk berupa gedu
memang telah dilakukan namun penempatarL
kurang;h strategis. Gedung yang ada tidak dlgunaHan
sebagajmana mestinya dan menjadi tidak terurus.
Padahal ‘dalam sebuah organisas mempunyai sebuah
kantor afladlah suatu keharusan dan  sebagaimana
fungsinya Ynaka kantor semestinya-menjadi  tempat
dimana aktivitas kerja organisasi  atau* instapsi
dilakukan. Né’nun gedung yang menjadi kantor Balai
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kecamatan Meﬁau pada kenyataanya dibiarkan
terbengkalai. L’

Sarana transpo'rtqs merupakan aat penunjang
pergekan suatu organisasi*Hal.ini diartikan bahwa alat
transportasi ini menjadi fasilitas yang memengkinkan
orang-orang di dalam organisas untuk bergerak.
Sarana transportasi tidak dimiliki Balai Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan
Mediau. Untuk menjangkau wilayah kerja petugas
penyuluh lapangan menggunakan sarana transportasi
pribadi berupa kendaraan roda dua. Dan bila harus
melakukan penyuluhuan atau pengaktifan sistem
LAKU di daerah yang jalur transportasinya ditempuh

Sandy M onaro Negara
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lokasinya kurang strategis karepas=""

F
k
¥

melalui sungai maka menggunakan jasa penyebrangan
dan motor yang digunakan merupakan motor pribadi
milik petugas penyuluh lapangan.

Alat peraga yang mendukung dalam melakukan
penyuluhan sangat diperlukan oleh petugas penyuluh
lapangan ketika memberi pengarahan dan penyuluhan
kepada petani terutama bila yang menjadi tema atau
topik penyuluhan berkaitan dengan teknologi
pertanian. Hal ini tentu saja menyulitkan petugas
penyuluh  pertanian. Ini  dikarenakan  ketika
memberikan penyuluhan namun tanpa disertai dengan
alat peraga atau minia proyektor untuk menampilkan
gambaran tentang topik penyuluhan maka yang
ditransferkan kepada petani hanya berupa hal-hal yang

mgbersifat teoritis padahal yang seharusnya ditransfer

bukan hanya teori-teori semata namun juga bagaimana
cara memprak-tekkannya secara langsung. Dengan
melihat prakteknya secara langsung tentu pemahaman
akan teori yang disampaisakan ebih mudah.

Dari ketiga kelompok Sumber daya yang ada dan
tersedia dalan melaksanakan ‘Sttategi  implementasi
undang-undang sistem  penyullhan  pertanian,
perikanan dan kehutanan, sumber dayasmanusia dari
aspek kualitas petugas penyuluh pertanianmerupakan
hal yang sangat mendukung pelaksanaan “gtrategi
implementasi  kebijakan. Sedangkan untuk kuantitas
jumiah petugas penyuluh pertanian masih jauh urtuk
menhcukupi~kebutuhan yang diperlukan. Sumber daya

_finansial j/atau keuangan yang berasal+dari APBD dan
- bantuan” dari pemerintah pusat menjadi faktor yang
~ mendukung

pelaksanaan  strategi implementa§
kebijakan ini hanya sgja sumber daya finansial ini

" masih terbatas sehingga dalam pengal okasian sej umlgh

dana beberapa sektor menjadi tidak terpenuhi. Sumper

i 1 gzgfasilitasyang dimiliki organisasi pelaksana masih

éfh

simplementasi

at kurang mendukung terutama untuk bangunan,
alat peraga. | |
HE."KesmpuIan dan Saran ¢
A. Kesimpulan
1. Komunikas Dalam Implementas Undang-
Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dangK ehutanan
di-Kecamatan Meliau ry
Komunikasi .yang terdapat ,dalam proses
undang-undang sistem  penyuluhan
pertanian, 'perikanan dan kehutaman di Kecamatan
Meliau telah dilalukan dengan cuKup baik. Ini ditandai
dengan transmisi informasi*antar implementor yang
lancar, kejelasarrdalam informasi yang dilakukan dan
adanya konsistenss informasi yang disampaikan.
Namun sosialisasi kepada masyarakat yang juga
merupakan bentuk dari komunikass masih perlu
ditingkatkan.

2. Sumber Daya Dalam Implementass Undang-
Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem
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Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
di Kecamatan Meliau

Sumber daya masih kurang mendukung proses
implementasi. Dalam hal kualitas sumber daya manusia
memang sumber daya manusia petugas penyuluh
lapangan sudah baik secara akademis dan secara
jenjang pendidikan dan pelatihan pun sudah pernah
dilakukan walau baru sampai pada tahap pendidikan
dan pelatihan dasar. Namun dalam hal kuantitas,
sumber daya petugas penyuluh lapangan masih sangat
kurang. bila dibandingkan dengan luas wilayah maka
sangat tidak proporsional. Sumber daya finansia atau
anggaran masih belum mampu untuk memenuhi
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itu menjalin kemitraan dengan perusahaan perkebunan
bisa berarti membuka peluang untuk masuknya
penyuluh-penyuluh swasta untuk ikut berpartisipas
dalam kegiatan implementasi kebijakan. Kemudian
perlu diupayakan penambahan jumlah petugas
penyuluh lapangan PNS (Pegawai Negeri Sipil)..
Berkaitan dengan minimnya sumber daya fisik sebagai
penunjang strategi implementasi kebijakan maka
dirasakan perlu untuk menjalin kerja sama dengan
dinas-dinas lain dalam hal pengadaan alat-alat peraga.

F. Referens

Referens Buku

kebutuhan akan pengadaan alat-alat peraga yange™ e

menunjang proses penyuluhan. Sumber dayafasilitas
juga sangat kurang memadai, dari geglung yang tidak
terurus dan penempatan yang kwaﬂg strategis, sarana
transportasi yang kurang terutérna untuk transportasi
air yang tidak d|sedLakan oleh instans. . Untuk
transportas  darat, kal’ena semua petugas penyuluh
lapangan telah me‘rmllkl sepeda motor pribadi maka
dapat kurangnya sarana transportasi darat bisa ditutupi.
Sumber day@ manusia petani sebagai target kebijakan
juga masih banyak yang-baru mengenyam pendidikan
sekolah dasar, terutama untuk petani yang sudah, agak
tua, sedangkan ‘untuk yang petani muda tingkat
pendidikan bervarias antara SMP dan SMA’, !

[]
1l

E!l Saran L
1y Komunikes Daam Implementass Undang-
Undang-No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
di Kécamatan Meliau
II-I Perlu adanya peningkatan kualitas komunlk 1
yang, dilakukan khususnya komunikasi — kepada
masyarakat terutama dalam bentuk sosiaisasi. Hal il
agar masyarakat dapat memahami dengan baik tuj;g
dari uﬁdang undang no 16 tahun 2006 tentang sisteme

penyul uhan perikanan dan kehutanan.
f‘

2. Sumber Daya Daam Implementasi Undang-
Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem
Penyu%;n Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
di Kec an Meliau

Pemberda}':'aan kontak tani*dilakukan melal ui
penyuluhan- penyultlah khusus yang lebih | intensif.
Pemberdayaan ini bertUJ uan untuk menjadikan kontak
tani lebih berkualitas' d+band| yang sebelumnya
sehingga bisa dimanfaatkan jai*=tenaga.bantu
penyuluhan guna menutupi celah-celah kekurangan
dalam proses implementasi yang diakibatkan minimnya
kuantitas petugas penyuluh lapangan. Selain itu
diperlukan juga menjalin kerja sama dengan pihak
perusahaan perkebunan. Menjain kemitraan atau kerja
sama ini  penting dilakukan guna  untuk
memberdayakan petani-petani  perkebunan  yang
banyak tidak termasuk dalam anggota poktan. Selain
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